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LAMPIRAN I: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor 
Notaris 
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Lampiran II: Jawaban Wawancara dengan Sampel Penelitian 
 
Jawaban Sampel Mengenai Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dengan Cara Melihat Sertifikat Asli dari Objek 
yang Hendak dihibahwasiatkan 

Nomor Nama Notaris 

Melihat Sertifikat 
Asli dari Objek 
yang Hendak 

dihibahwasiatkan 

Alasan 

1 
Lola Rosalina, 

S.H., M.H. 
Ya 

Karena Notaris harus mengetahui terlebih dahulu apakah objek tanah 
dan/atau bangunan tersebut benar milik dari si pemberi hibah wasiat. 

Salinan sertifikat bisa saja salah ataupun beda dari yang aslinya. Kalau 
sertifikat sedang diagunkan di bank, maka dapat minta keterangan di bank 

bahwa bank memang sedang memegang sertifikat asli dari objek tanah 
dan/atau bangunan yang hendak dihibahwasiatkan tersebut. 

2 
 

Maria Josefina 
Grace Kawi 

Tandiari, S.H. 
Ya 

Untuk meyakinkan Notaris bahwa objek yang akan dihibahwasiatkan 
tersebut adalah sesuai dengan daftar buku tanah pada kantor pertanahan. 

 
 

   

3 
Alymer Rustandy 

T, S.H., M.Kn. 
Ya 

Untuk melindungi Notaris, klien, dan produk hukum yang dibuat oleh 
Notaris dari permasalahan yang mungkin akan timbul di kemudian hari. 

4 Niny Savitry, S.H. Tidak 

Karena akta hibah wasiat belum mutlak berlaku, sehingga apabila ada 
pemberi hibah wasiat yang ingin menghibahkan objek tanah dan/atau 

bangunan tetapi tidak memperlihatkan sertifikat aslinya, dapat disertakan 
saja klausul bahwa pemberi hibah wasiat menjamin bahwa objek tersebut 

adalah benar miliknya. Pembuktian mengenai objek yang hendak 
dihibahwasiatkan baru akan dapat dibuktikan pada saat wasiat terbuka. 
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Nomor Nama Notaris 

Melihat Sertifikat 
Asli dari Objek 
yang Hendak 

dihibahwasiatkan 

Alasan 

5 
Brillian Thioris, 

S.H. 
Ya 

Untuk meyakinkan Notaris bahwa objek tersebut benar adalah milik dari si 
pemberi hibah wasiat dan benar dapat menjadi objek dalam akta hibah 

wasiat agar Notaris yakin sebelum membayar BPHTB. 

6 Betsy Sirua, S.H. Ya 
Karena perlu dipastikan bahwa objek tersebut benar merupakan milik dari 

si pemberi hibah wasiat, jangan sampai ternyata objeknya telah beralih 
kepemilikan. 

7 
Dr. Ria 

Trisnomurti, S.H., 
M.H. 

Tidak 

Tergantung keadaannya, namun tidak ada kewajiban Notaris untuk melihat 
sertifikat asli dari objek tanah dan/atau bangunan yang hendak 

dihibahwasiatkan. Kewajiban Notaris hanyalah untuk bertanya dan 
mencatatkan di akta mengenai keberadaan sertifikat asli dari objek 
tersebut (inilah bentuk ketelitian Notaris dengan menanyakan hal 

tersebut). Notaris mencantumkan keterangan dan pernyataan dari si 
pemberi hibah wasiat ke dalam akta hibah wasiat. Akta hibah wasiat baru 

akan terbuka ketika ada kematian dari si pemberi hibah wasiat. 

8 
Ny. Henrika Dwi 

Nawangsari, S.H. 
Ya 

Untuk membuktikan bahwa objek yang hendak dihibahwasiatkan benar 
adalah objek yang telah ada dan merupakan milik dari si pemberi hibah 

wasiat. Kalau sertifikat sedang diagunkan di bank dan bank tidak berkenan 
untuk memberikan keterangan atau persetujuan maka boleh dicantumkan 
di akta bahwa pada saat akta hibah wasiat dibuat, sertifikat asli dari objek 

yang dihibahwasiatkan masih diagunkan di bank dan apabila objeknya 
nanti dilelang maka akta hibah wasiat tersebut dianggap batal. 
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Nomor Nama Notaris 

Melihat Sertifikat 
Asli dari Objek 
yang Hendak 

dihibahwasiatkan 

Alasan 

9 
Lanita Joesran, 

S.H. 
Ya 

Karena Notaris sekarang harus lebih berhati-hati dan kalau hanya melihat 
salinannya saja, bisa jadi sertifikat aslinya sedang tidak berada dalam 

penguasaan si pemberi hibah wasiat, misalnya sedang dijaminkan di bank. 

10 
Hustam Husain, 

S.H. 
Ya 

Karena yang menjadi alat bukti dari objek berupa tanah dan/atau 
bangunan adalah sertifikat dan bila ingin dibuatkan akta hibah wasiat 

maka objek tanah dan/atau bangunan tersebut harus dipastikan terlebih 
dahulu. Salinan sertifikat saja tidaklah cukup sehingga harus minta untuk 

lihat sertifikat aslinya. Notaris harus berpikir panjang karena tanggung 
jawab Notaris berlaku untuk jangka panjang. 

11 
Mieie, S.H., 

M.Kn. 
Tidak 

Dalam membuat akta hibah wasiat oleh seorang Notaris, perlu melihat dan 
mengecek keaslian dokumen, termasuk sertifikat asli, namun dalam 

praktiknya tidaklah demikian, yang penting ada salinannya maka sudah 
dapat dibuat akta hibah wasiat, berhubung hibah wasiat adalah pemberian 

pada saat pewaris masih hidup dan masih dapat dibatalkan apabila 
dikehendaki si pemberi wasiat yang baru akan berlaku setelah si pemberi 
wasiat meninggal dunia. Pada saat itu pula, bersamaan akta hibah wasiat 

barulah dicari sertifikat aslinya. 

12 
Sukwanto Tandi, 

S.H., M.Kn. 
Ya 

Karena Notaris harus memastikan kebenaran dari dokumen-dokumen 
kepemilikan hak atas tanah, sehingga sertifikat dari objek tanah dan/atau 

bangunan yang hendak dihibahwasiatkan harus dilihat aslinya. 
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Nomor Nama Notaris 

Melihat Sertifikat 
Asli dari Objek 
yang Hendak 

dihibahwasiatkan 

Alasan 

13 
Trisnawaty Nadir, 

S.H. 
Tidak 

Karena tidak ada ketentuan undang-undang yang mewajibkan untuk 
melihat sertifikat asli dari objek yang hendak dihibahwasiatkan, sehingga 
tidak menjadi masalah apabila yang diperlihatkan hanya berupa salinan 

saja. 

14 
A. Dian 

Christianti, S.H., 
M.H. 

Ya 
Untuk memastikan bahwa objek tanah dan/atau bangunan yang hendak 
dihibahwasiatkan memang benar dimiliki dan dikuasai oleh si pemberi 

hibah wasiat. 

15 Lia Yuliani, S.H. Ya 

Karena tidaklah cukup apabila hanya melihat salinannya saja, jangan 
sampai sertifikat asli dari objek tanah dan/atau bangunan yang hendak 
dihibahwasiatkan ternyata tidak diketahui keberadaanya di mana dan 

untuk memastikan bahwa segala pernyataan yang disampaikan oleh si 
pemberi hibah wasiat memang benar dan sesuai dengan kenyataan. 

16 
Wiltje Jethmi 

Matoneng, S.H., 
M.Kn. 

Ya 

Untuk melindungi dan menghindarkan Notaris serta produk hukum yang 
dibuatnya dari masalah yang mungkin akan muncul di kemudian hari. 
Notaris harus benar-benar percaya dan yakin dalam membuat produk 
hukumnya, sedangkan sertifikat dalam bentuk salinannya saja belum 

cukup meyakinkan (salinan masih dapat dipalsukan). 
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Sumber: Data Primer (wawancara), diolah, 2024. 

Nomor Nama Notaris 

Melihat Sertifikat 
Asli dari Objek 
yang Hendak 

dihibahwasiatkan 

Alasan 

17 
Dr. Abdurrifai, 
S.H., M.Kn. 

Ya 

Karena berhubungan dengan tanah maka harus dilihat dokumen 
aslinya, yakni sertifikat aslinya, walaupun tidak diatur di dalam 

undang-undang akan tetapi itu harus dilaksanakan. Hal ini untuk 
membuktikan dan memberi keyakinan kepada Notaris bahwa objek 
itu benar ada wujudnya yang sesuai dengan aslinya. Tindakan ini 

bukan hanya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian Notaris, 
melainkan juga untuk memastikan objek dari perbuatan hukum 

(hibah wasiat) benar adanya (berkaitan dengan syarat objektif dalam 
perjanjian). 

18 
Henny 

Hasbullah, S.H. 
Ya 

Karena Notaris harus memastikan bahwa objek tanah dan/atau 
bangunan yang hendak dihibahwasiatkan benar dapat 

dihibahwasiatkan. 

19 
Ida Wahida, 
S.H., M.Kn. 

Ya 

Untuk memberikan keyakinan dan ketenangan (pikiran) bagi Notaris 
dalam membuat akta hibah wasiat dengan objek berupa tanah 
dan/atau bangunan. Hal ini juga untuk memastikan mengenai 
keadaan dan kebenaran objek yang hendak dihibahwasiatkan. 

20 
Adam 

Alexander 
Jubhari, S.H. 

Ya 

Karena Notaris harus melihat terlebih dahulu alat bukti asli dari objek 
tanah dan/atau bangunan yang hendak dihibahwasiatkan, yakni 
sertifikat aslinya. Hal ini juga bertujuan untuk memberi keyakinan 

kepada Notaris bahwa objek yang hendak dihibahwasiatkan benar 
adanya. 

Total Sampel 20 (dua puluh) orang 
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Jawaban Sampel Mengenai Beberapa Tindakan Lain yang Dapat 
dilakukan untuk Menerapkan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam 
Membuat Akta Hibah Wasiat 

No. Nama Notaris 

Mendengarkan 
Secara Saksama 
Pernyataan dan 
Kehendak dari 

Penghadap 

Mengecek 
Kelengkapan 

Dokumen yang 
dibutuhkan dan 

Mengecek 
Identitas Para 
Pihak Terkait 

Memberikan 
Penyuluhan 

Hukum 
Mengenai Akta 
yang Hendak 

dibuat 

1 
Lola Rosalina, 

S.H., M.H. 
Ya Ya Ya 

2 
Maria Josefina 

Grace Kawi 
Tandiari, S.H. 

Ya Ya Ya 

3 Niny Savitry, S.H. Ya Ya Ya 

4 
Brillian Thioris, 

S.H. 
Ya Ya Ya 

5 Betsy Sirua, S.H. Ya Ya Ya 

6 
Dr. Ria 

Trisnomurti, S.H., 
M.H. 

Ya Ya Ya 

7 
Ny. Henrika Dwi 

Nawangsari, S.H. 
Ya Ya Ya 

8 
Lanita Joesran, 

S.H. 
Ya Ya Ya 

9 
Hustam Husain, 

S.H. 
Ya Ya Ya 

10 
Mieie, S.H., 

M.Kn. 
Ya Ya Ya 

11 
Sukwanto Tandi, 

S.H., M.Kn. 
Ya Ya Ya 

12 
Trisnawaty Nadir, 

S.H. 
Ya Ya Ya 

13 
A. Dian 

Christianti, S.H., 
M.H. 

Ya Ya Ya 

14 Lia Yuliani, S.H. Ya Ya Ya 

15 
Wiltje Jethmi 

Matoneng, S.H., 
M.Kn. 

Ya Ya Ya 

16 
Dr. Abdurrifai, 
S.H., M.Kn. 

Ya Ya Ya 

17 
Henny 

Hasbullah, S.H. 
Ya Ya Ya 

18 
Ida Wahida, S.H., 

M.Kn. 
Ya Ya Ya 

19 
Alymer Rustandy 
T., S.H., M.Kn. 

Ya Ya Ya 

20 
Adam Alexander 

Jubhari, S.H. 
Ya Ya Ya 

Total Sampel 20 (dua puluh) orang 

Sumber: Data Primer (wawancara), diolah, 2024. 
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Jawaban Sampel Mengenai Urgensi Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Suatu Produk 
Hukum 

Nomor Nama Notaris 

Penting atau 
Tidak untuk 
Menerapkan 

Prinsip Kehati-
hatian dalam 

Membuat Suatu 
Produk Hukum 

Alasan 

1 
Lola Rosalina, 

S.H., M.H. 
Penting Untuk menjaga Notaris dan produk hukum yang dihasilkannya. 

2 Niny Savitry, S.H. Penting 
Sebagai bentuk tanggung jawab Notaris serta untuk melindungi 

Notaris dan akta yang dibuatnya. 

3 Betsy Sirua, S.H. Penting 
Agar tidak ada celah bagi Notaris untuk mendapatkan masalah di 

kemudian hari. 

4 
Dr. Ria 

Trisnomurti, S.H., 
M.H. 

Penting 
Sebagai bentuk perlindungan diri terhadap Notaris dan klien, serta 

untuk menunjukkan bahwa Notaris teliti dan jujur. 

5 
Maria Josefina 

Grace Kawi 
Tandiari, S.H. 

Penting 

Sebagai bentuk kejujuran terhadap diri sendiri, profesi, dan klien. 
Penerapan prinsip kehati-hatian juga menjadi bentuk tindakan 

Notaris dalam menegakkan keadilan dan kebenaran (tidak 
menguntungkan salah satu pihak saja). Tanggung jawab Notaris 
terhadap tindakan dan produk hukum Notaris dapat dilihat dari 

penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kewajibannya. 

6 
Brillian Thioris, 

S.H. 
Penting 

Untuk melindungi Notaris dan produk hukum yang dibuatnya serta 
menjadi perwujudan sikap jujur dan bertanggung jawab Notaris 

dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya. 
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Nomor Nama Notaris 

Penting atau 
Tidak untuk 
Menerapkan 

Prinsip 
Kehati-hatian 

dalam 
Membuat 

Suatu Produk 
Hukum 

Alasan 

7 
Ny. Henrika Dwi 

Nawangsari, S.H. 
Penting 

Notaris harus pandai untuk mempersenjatai dan membentengi diri 
untuk menghadapi kemungkinan masalah yang akan timbul di 

kemudian hari. Penerapan prinsip kehati-hatian itu menjadi bentuk 
kejujuran dan kejujuran itu dimiliki, bukan dipelajari melalui teori 

atau peraturan perundang-undangan. 

8 Lanita Joesran, S.H. Penting 

Sebagai upaya preventif agar Notaris tidak mendapatkan masalah 
di kemudian hari. Notaris di masa sekarang harus lebih berhati-hati 
karena maraknya Notaris yang menjadi tergugat atau turut tergugat. 
Penerapan prinsip kehati-hatian juga dapat melindungi Notaris dari 

klien yang beriktikad buruk. 

9 
Sukwanto Tandi, 

S.H., M.Kn. 
Penting 

Agar Notaris dapat yakin dengan akta yang dibuatnya dan agar 
Notaris terhindar dari sengketa. 

10 Hustam Husain, S.H. Penting 

Karena Notaris memiliki tanggung jawab untuk jangka panjang 
terhadap akta yang dibuatnya sehingga Notaris harus bersikap 

saksama agar Notaris dapat menutup persoalan-persoalan yang 
mungkin timbul di kemudian hari. 

11 Mieie, S.H., M.Kn. Penting 
Untuk melindungi Notaris dan produk hukum yang dihasilkannya, 

serta juga untuk melindungi para pihak yang terkait. 
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Nomor Nama Notaris 

Penting atau 
Tidak untuk 
Menerapkan 

Prinsip 
Kehati-hatian 

dalam 
Membuat 

Suatu Produk 
Hukum 

Alasan 

12 
Trisnawaty Nadir, 

S.H. 
Penting 

Untuk melindungi Notaris ketika menghadapi kemungkinan masalah 
atau dampak hukum yang akan timbul di kemudian hari. 

13 Lia Yuliani, S.H. Penting Untuk menjaga diri sendiri dan para pihak. 

14 
A. Dian Christianti, 

S.H., M.H. 
Penting 

Untuk menjaga Notaris dalam membuat suatu akta. Notaris harus 
benar-benar teliti dalam mendengarkan kehendak para pihak yang 
nantinya akan dicatat ke dalam akta. Notaris juga harus memahami 
keinginan dan iktikad para penghadap yang hendak dibuatkannya 

akta. 

15 
Wiltje Jethmi 

Matoneng, S.H., 
M.Kn. 

Penting 

Prinsip kehati-hatian harus selalu dilaksanakan dan tidak boleh 
dikesampingkan. Penerapan prinsip ini berguna untuk melindungi 

Notaris sebagai pejabat publik dan juga produk hukum yang 
dihasilkannya. 

16 
Alymer Rustandy T., 

S.H., M.Kn. 
Penting 

Untuk melindungi Notaris dan klien dari permasalahan yang 
mungkin akan timbul di kemudian hari, serta menjadi perwujudan 

tanggung jawab moral, profesi, dan etika Notaris. 

17 
Henny Hasbullah, 

S.H. 
Penting 

Notaris wajib berhati-hati untuk melindungi diri Notaris sendiri dan 
juga para pihak ke depannya. 
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Nomor Nama Notaris 

Penting atau 
Tidak untuk 
Menerapkan 

Prinsip 
Kehati-hatian 

dalam 
Membuat 

Suatu Produk 
Hukum 

Alasan 

18 
Dr. Abdurrifai, S.H., 

M.Kn. 
Penting 

Penerapan prinsip ini menjadi sikap pejabat umum dalam 
melakukan sesuatu sesuai dengan kaidah yang berlaku. Penerapan 
prinsip ini juga memberikan keyakinan bagi Notaris dalam membuat 
suatu produk hukum. Walaupun prinsip kehati-hatian tidak diatur di 
dalam peraturan perundang-undangan, namun prinsip kehati-hatian 
sudah menjadi kebiasaan dalam kalangan Notaris. Apabila Notaris 
tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, maka Notaris rentan untuk 

terkena masalah dan juga merugikan para penghadap yang 
dibuatkan akta oleh Notaris tersebut. 

19 
Ida Wahida, S.H., 

M.Kn. 
Penting 

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian memberikan ketenangan (pikiran) 
dan keyakinan bagi Notaris dalam membuat suatu akta dan juga 

sebagai bentuk perlindungan bagi klien dan Notaris. 

20 
Adam Alexander 

Jubhari, S.H. 
Penting 

Karena Notaris harus membuat alat bukti formil sehingga Notaris 
dalam membuat suatu akta haruslah benar-benar yakin. Penerapan 

prinsip kehati-hatian juga bertujuan untuk menghindari 
penyangkalan (terhadap produk hukum yang dibuat oleh Notaris) di 

kemudian hari. 
Total Sampel 20 (dua puluh) orang 

Sumber: Data Primer (wawancara), diolah, 2024.
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Jawaban Sampel Mengenai Pentingnya Memberikan Peyuluhan 
Hukum kepada Penghadap (Klien) tentang Akta yang Hendak dibuat 
oleh Notaris: 

No. Nama Notaris 

Memberikan 
Penyuluhan Hukum 
kepada Penghadap 
(Klien) tentang Akta 
yang Hendak dibuat 

1 Lola Rosalina, S.H., M.H. Ya 

2 
Maria Josefina Grace Kawi Tandiari, 

S.H. 
Ya 

3 Niny Savitry, S.H. Ya 

4 Brillian Thioris, S.H. Ya 

5 Betsy Sirua, S.H. Ya 

6 Dr. Ria Trisnomurti, S.H., M.H. Ya 

7 Ny. Henrika Dwi Nawangsari, S.H. Ya 

8 Lanita Joesran, S.H. Ya 

9 Hustam Husain, S.H. Ya 

10 Mieie, S.H., M.Kn. Ya 

11 Sukwanto Tandi, S.H., M.Kn. Ya 

12 Trisnawaty Nadir, S.H. Ya 

13 A. Dian Christianti, S.H., M.H. Ya 

14 Lia Yuliani, S.H. Ya 

15 Wiltje Jethmi Matoneng, S.H., M.Kn. Ya 

16 Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn. Ya 

17 Henny Hasbullah, S.H. Ya 

18 Ida Wahida, S.H., M.Kn. Ya 

19 Alymer Rustandy T., S.H., M.Kn. Ya 

20 Adam Alexander Jubhari, S.H. Ya 
Total Sampel 20 (dua puluh) orang 

Sumber: Data Primer (wawancara), diolah, 2024. 


